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ABSTRAK

Skripsi im berjudul “Perlindungan konsumen pengguna SIM Card terhadap
penyalahgunaan data pribadi olch provider telckomunikasi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen™
Perkembangan  tcknologi komunikasi melalw Kartu - SIM - mempermudah
komunikasi, namun menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribads
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikas) mewapbkan
provider untuk menjaga kerahasiaan data dan bertanggung jawab atas kerugian
akibat penyalahgunaan data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenar
sanksi pidana atau denda. Kominfo mencatat 124 kasus pelanggaran data pnibadi
dalam periode 2019-2024, diantaranya merupakan kebocoran data. Jumlah kasus
meningkat dari 3 kasus pada 2019 menjadi 40 kasus pada 2024. Hal 1
menunjukkan rendahnya kesadaran provider terhadap kewajiban perlindungan data
dan kelalaian yang merugikan konsumen. Permasalahan dalam skripsi ini 1alah
bagaimana praktik penyalahgunaan pengguna SIM Card yang di daur ulang olch
provider telekomunikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna SIM Card yang
disalahgunakan data pribadinya olch provider telckomunikasi berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999. Penclitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (sfatute Approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil pembahasan ini menunjukkan
bahwa praktik daur ulang SIM Card yang dilakukan oleh provider menimbulkan
berbagai permasalahan terkait keamanan dan privasi data pribadi konsumen. Meski
diatur dalam Undang-Undang Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, namun
pencrapannya masih  kurang transparan dan  tidak memberikan  jaminan
perlindungan data yang memadai. Kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen
pengguna SIM Card yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi
merupakan pelanggaran scrius yang memerlukan tindakan tegas dan terukur.
Konsumen mempunyai perlindungan hukum yang kuat berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Konsumen berhak atas keamanan
dan privasi, serta dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian
akibat kebocoran data pribadi. Provider wajib menycdiakan mekanisme pelaporan
yang mudah diakscs, transparan dan responsif’ bagi konsumen yang mengalami
penyalahgunaan data pribadi. Lembaga perlindungan konsumen perlu berperan
aktif dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada konsumen yang
menjadi korban penyalahgunaan data. Aparat pencgak hukum perlu menindak tegas
penyelenggara jasa telekomunikasi yang terbukti melanggar hukum dan merugikan
konsumen. Sanksi yang diberikan harus efektil’ dan memberikan efck jera, baik

sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pengguna SIM Card, Penyalahgunaan Data
Pribadi, Provider Telekomunikasi



ABSTRACT

This thesis is entitled "Protection of SIM Card users aganst misuse of personal data
by telecommunications providers hased on Law Number X of 1999 concerning
consumicr protection”™ The development of communication technology through SIM
cards makes communication casier, but raises challenges related to the protection
of personal data. Law Number 8 of 1999 conceming Consumer Protection (UUPK)
and Law Number 36 of 1999 conceming Telecommunications require providers to
mamtam data confidentiality and be responsible for losses due to data misuse.
Violation of these provisions can be subject to criminal sanctions or fincs. Kominfo
recorded 124 cascs of personal data breaches in the 2019-2024 period, including
data lcaks. The number of cases increased from 3 cases in 2019 to 40 cascs in 2024.
This shows the low awareness of providers regarding data protection obligations
and ncgligence that is detrimental to consumers. The problem in this thesis is how
the practice of misusc of SIM Card users recycled by telecommunications providers
based on Law Number 8 of 1999. How is the Icgal protection for consumers who
use SIM Cards whose personal data is misused by telecommunications providers
bascd on Law Number 8 of 1999. This study uscs a normative lcgal rescarch type
with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this discussion
indicate that the practice of recycling SIM Cards carried out by providers raises
various problems related to the security and privacy of consumers’ personal data.
Although regulated in Law Number 5 of 2021 on the Ministry of Communication
and Information, its implementation is still less transparent and docs not provide
adequate data protection guarantees. Cases of misuse of personal data of consumers
using SIM Cards carried out by telecommunications service providers are serious
violations that require firm and measured action. Consumers have strong legal
protection based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection
(UUPK) and the Civil Code (KUHPerdata). Consumers have the right to security
and privacy, and can hold business actors accountable for losses due to personal
data leaks. Providers are required to provide an casily accessible, transparent and
responsive reporting mechanism for consumers who experience misuse of personal
data. Consumer protection institutions nced to play an active role in providing
cducation and legal assistance to consumers who are victims of data misuse. Law
enforcement officers need to take firm action against telecommunications service
providers who arc proven to have violated the law and harmed consumers. The
sanctions given must be effective and provide a deterrent effect, both administrative

sanctions and criminal sanctions.
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